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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 dan
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235;

9. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

10. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk
melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

4. Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan,
sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu,
mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-
usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi
aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

5. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional
Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

6. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas
disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

7. Programa penyuluhan kehutanan adalah rencana tertulis yang
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman
pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian
tujuan penyuluhan.

8. Rencana kerja Penyuluh Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang
disusun oleh para Penyuluh Kehutanan Terampil dan Penyuluh
Kehutanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan Kehutanan
setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam
berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha Kehutanan.

9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh
Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang
kehutanan dan etika profesi di bidang penyuluhan kehutanan.

11. Uji Kompetensi adalah pengujian terhadap pengusaan kompetensi
sebagai dasar penetapan perpindahan jenjang jabatan dan kenaikan
jenjang jabatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

12. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat
DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit yang harus diisi
oleh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh
pejabat pengusul.

13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil
penilaian dari daftar usulan penetapan angka kredit yang ditetapkan
oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
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14. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan.

15. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan.

16. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

17. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan
Penyuluhan yang membidangi Kehutanan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Kepala Badan
Penyuluhan yang membidangi kehutanan dalam menetapkan PAK
bagi Penyuluh Kehutanan Pusat/Daerah pada jenjang jabatan
tertentu.

18. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Sekretaris
Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan dalam menetapkan
PAK bagi Penyuluh Kehutanan Pusat pada jenjang jabatan tertentu.

19. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah
Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam
menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Daerah Provinsi.

20. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan
Daerah Kabupaten/Kota.

21. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk
membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai
Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dalam
melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan.

22. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan
Kehutanan adalah pendidikan dan pelatihan fungsional yang
diberikan kepada calon/penyuluh Kehutanan guna peningkatan
pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan.

23. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Kehutanan
yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tamat pendidikan dan
pelatihan yang diperoleh Penyuluh Kehutanan setelah lulus
mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.

24. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang
kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan
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